PROVINSI SULAWESI TEFG-GAE A
PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR ‘71 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 34
TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUGAS BELAJAR,
IZIN BELAJAR DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN [JAZAH

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH

Menimbang :

Mengingat

e

a.

KABUPATEN BOMBANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,

bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupeti Bombana
Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pernberian
Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ujian Keneikin Pangkat
Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup
Pemerintah Kabupaten Bombana belum sesuai deagan upaya
peningkatan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri
Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombdana yang
diarahkan berbasis kompetensi, melalui pengembangan
Pegawai Negeri Sipil dengan cara pendidikan berkelanjutan
dalam bentuk pemberian tugas belajar, izin belajar dan ujian
kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana climaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peratitran Bupati
Bombana tentang Perubahan Atas Peraturan Bupail3ombana
nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemberian
Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ujian Kenaiken Pangkat
Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkup
Pemerintah Kabupaten Bombana,;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tenteng Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembarwm Negara
Republik Indonesia Nomor 4235), Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 859);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kaebupaten We keatobi dan
Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tamhazhan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Guru dan

Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2(>OE_»{

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 4856);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 204 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerch (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republ/ik Indonesia
Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4015) sebagaimana telah diubah dengar Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4332);

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196 Tarmbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2002 Nomor 32, Tambahaa Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tzhun 2000 Nomor
198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tcntang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941):

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tencang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentarg Pemberian
Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2278);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah,
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33
Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri
Sipil Yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/[jazah;
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2011
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan  Daerah
Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana
Tahun 2011 Nomor 5);
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16. Peraturan Bupati Bombana Nomor 61 Tahun 2013 tentang
Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah
Kabupaten Bombana;

17. Peraturan Bupati Bombana Nomor 13 Tahun 2014 tentang
Pendelegasian Wewenang Penandatanganzn Procduk Hukum
dan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian Lingkup Pemerintah
Kabupaten Bombana.

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaier: Bombana
Tahun 2016 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOFEF 34 TAHUN
2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBEFIAN TUGAS
BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT
PENYESUAIAN [JAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 34 Tahun 2015
tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tugas Belajar, Izin Belejar 1Dan Ujian
Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil c: Lingkup
Pemerintah Kabupaten Bombana diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 20, diubah sehingga seluruhnya menjad: berbuaryi sebagai
berikut :
Pasal 20

(1) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah diikuti oleh Pegawai Negeri
Sipil aktif yang memiliki [jazah dan, ditambah dengan [zin Belajar dan
atau Surat Keterangan Memiliki [jazah atau Surat Keterangar Belajar dari
Universitas.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana
tersebut pada ayat (1) dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat
Penyesuaian [jazah, apabila telah memenuhi pangkat golongen ruang dan
masa kerja golongan sebagai berikut :

a. ljazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat, serendah-
rendahnya memiliki pangkat golongan ruang Juru Muda Tk. 1 (I/b)
kebawah dan sekurang-kurangnya telah satu tahun dalamn pangkat
terakhir;

b. Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma Satu ateu sederajat,
serendah-rendahnya memiliki pangkat golongan ruang Juru (I/d)
kebawah dan sekurang-kurangnya telah satu tahun daarn pangkat
terakhir;

c. Jjazah Diploma Dua, Diploma Tiga atau sederajat, serendan-rendahnya
memiliki pangkat golongan ruang Pengatur Muda tingkat satu golongan
ruang (II/b) kebawah dan sekurang-kurangnya telah satu caliun dalam
pangkat terakhir;

d. ljazah Diploma Empat, Strata Satu atau sederajat, serendan-rendahnya
memiliki pangkat golongan ruang Pengatur tingkat sztu golongan ruang

(II/d) kebawah dan sekurang-kurangnya telah satu tahun dalam L

pangkat terakhir;
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€.

Ijazah Strata Dua, Strata Tiga, Profesi atau secderaja, serendah-
rendahnya memiliki pangkat golongan ruang Penata Muda (III/a)
kebawah dan sekurang-kurangnya telah satu tahun daara pangkat
terakhir.

2. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga seluruhnya menjadi berbanyi sebagai
berikut ;

Pasal 21

(1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan [jin Belajar dan telah
memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah dapat diberikan
kenaikan pangkat sesuai dengan tingkat ijjazahnya dengsn ketentuan :

a.

b.

C.

Menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan
atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh;

Membuat Surat Keterangan Keabsahan l[jazah dari Perguruan Tinggi
yang mengeluarkan Ijazah;

Bagi ijazah Strata Satu yang berpangkat golongan dbawah II/d
(pengatur tingkat I) harus lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian
jjazah;

Bagi jjazah Strata Dua dan memiliki pangkat golorngan Ill/a (penata
muda) harus lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazak;

Bagi ijazah Strata Tiga dan memiliki pangkat golongan 11/b (penata
muda tingkat I) harus lulus ujian kenaikan pangkat penyesua.an ijazah.
Setiap unsur Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil kerja sekruang-
kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir;

g. Memenuhi angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan

h.

9

fungsional tertentu;

Formasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tempat vyang
bersangkutan bekerja tersedia untuk kenaikan pangkat tersebut; dan
Kenaikan pangkat tersebut telah disetujui oleh Bacdan Pertimbangan
Jabatan dan Kepangkatan.

(2) Pangkat dan masa kerja dalam pangkat minimal untuk dapat
dipertimbangkan pada kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah atau untuk
dapat diperhitungkan dalam penghitungan angka kredit bhagi yang
menduduki jabatan fungsional tertentu diatur sebagai berikut

————— e —— —— e

No | Jenjang Pendidikan Pangkat, Golongan Masa
Ruang Kerja
o Mumimal
1 (Sekolah Lanjutan | Juru Muda (I/b) ! 1 tahur |
Tingkat Pertama . N “__J
2 |Sekolah Lanjutan | Juru Tingkat [ (I/d) | |
Tingkat Atas, Diploma | kebawah 1 zahun |
1

Satu atau sederajat

3 |Diploma Dua atau | Pengatur Muda (/lla)
sederajat kebawah S R
4 (Diploma Tiga, | Pengatur Muda Tk. I !
Akademik atau | (II/b) kebawah 1 tahun |
sederajat I D
S |Diploma Empat, Strata | Pengatur (II/d) kebawah i gt
Satu atau sederajat P S sl
6 |Strata Dua, Dokter,|Penata Muda (IlI/4) | -

Profesi atau sederajat | kebawah ]

sederajat (II1/b) kebawah

7 |Strata Tiga atau | Penata Muda Tk, 1| : '
; 1 tahun



Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupat ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.
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